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MOTTO
R S T
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan

janjinya”

QS. Al-Mu’minun : 8
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ABSTRAK

Cindy Dwi Wahyuning Aji, NIM: S20163012, Fathor Rahman M.Sy (Dosen
Pembimbing) 2020: Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Pemilihan
Kepala Desa di Desa Jenggawah (Analisis Undang-undang Kepolisian
No.02 Tahun 2002 pasal 13)

Pemilihan Kepala Desa adalah hal wajib dilakukan setiap enam tahun
sekali sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 untuk mengganti
pemimpin desa yang telah habis masa jabatannya. Dalam pemilihan kepala desa
pihak keamanan menjadi bagian penting yang harus diulas karena mereka berada
dalam garda terdepan untuk menjaga keadaan acara tetap berjalan dengan lancar,
karena biasanya dalam pemilihan kepala desa sangat sarat akan konflik ataupun
masalah-masalah yang ditakutkan akan mengganggu jalannya pemilihan kepala
desa.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1) Mengetahui tentang strategi
pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. 2) Mengukur kinerja kepolisian
dengan kacamata Undang-undang Kepolisian No.02 Tahun 2002 pasal 13. 3)
Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi
pengamanan pemilihan kepala desa.

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologis yuridis dan jenis
penelitian Kualitatif dengan metode fieldresearch. Tehnik pengumpulan data
yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data
menggunakan Triangulasi sumber dan triangulasi tehnik dengan tahap penelitian
pra lapangan dan pelaksanaan lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Adapun tahapan yang digunakan
dalam pelaksanaan strategi yang oleh kepolisian yaitu yang pertama Tahapan
Persiapan dan tahap pelaksanaan dalam tahap ini pihak kepolisian bekerja sama
denga Polres Jember untuk mengatasi langkah-lamgkah yang digunakan dalam
mengatasi masalah. Diantaranya kekompakan antar pihak, koordinasi yang baik,
tindakan proposional dan bukan kontraproduktif, solidaritas dan sinergitas antar
anggota (2) Pihak kepolisian dalam pelaksanaan di lapangan kurang dalam hal
memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman sesuai dengan pasal 13
point ¢ (3) Faktor pendukung dalam penerapan strategi ini adalah kualitas SDM
yang mulai sadar akan keamanan sedangkan faktor penghambat yaitu letak
wilayah yang susah dijangkau, medan yang dilalui rusak, dan kondisi alam.

Kata Kunci: Strategi Pengamanan, Kepolisian, Pemilihan Kepala Desa
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aktivitas Pemilihan Kepala Desa merupakan aktivitas politik yang
menunukkan bagaimana proses demokrasi teradi di desa. Pemilihan kepala
desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang teradi di
desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana atrategi
kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan
tetapi lebih daripada itu menyangkut kehormatan sehingga seringkali di
berbagai daerah proses pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban,
keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah
salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga
keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian
pasti ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat
militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian,
Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta
berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur. Sama hal nya terkait diselenggarakan nya
sebuah pemilihan kepala desa dimana pihak kepolisian yang ada di sektor
kecamatan akan bergerak untuk mengamankan kegiatan yang akan dilakukan.

Sesuai apa yang tertuang dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang



Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah:*

1.

2.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menegakkan hukum

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap
masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang

dalam pasal 14 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yaitu:?

1.

Melaksanakan Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas dijalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan tehnis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk

pengaman swakarsa.

! Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

? Budi Rizki Husein,Studi Lembaga Penegak Hukum,(Lampung:Universitas lampung, 2014)hlm
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7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas
polisi.

9. Melindungi jiwa raga harta bena masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh
instansi atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat sesuai dalam
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisan, serta

12. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang di atur oleh peraturan
perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dalam
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dalam
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu tugas dan wewenang POLRI terdapat dalam Pasal 30 ayat (4)
UUD 1945 yang mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

* Budi Rizki Husein,Studi Lembaga Penegak Hukum, ,(Lampung:Universitas lampung, 2014)



bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan

*  Kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 di atas adalah gambaran

hukum”
bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bermaksud untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian dengan
melihat pada Pasal 30 ayat (4) di atas, jelas bahwa POLRI merupakan bagian
dari pertahanan dan keamanan Indonesia sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bersama-sama
dengan TNI.

Dalam hal sebuah pemilihan kepala desa ini lembaga kepolisian
sangatlah penting dan menjadi garda terdepan bagi keamanan kegiatan yang
akan di lakukan. Bukan tanpa maksud banyak sekali diluaran sana oknum yang
denga sengaja akan mengacaukan jalannya pemilihan kepala desa. Terkadang
tatanan atau alur yang sudah di tata sedemikian rapi oleh panitia kepala desa
tidak sesuai fakta yang ada di lapangan, banyaknya masyarakan yang
antusiasme untuk mengikuti pemilihan kepala desa menjadi pantauan bagi
pihak kepolisian. Bukan hanya dalam waktu pemilihan saja namun pada saat
perhitungan menjadi waktu yang paing tegang karena pada saat inilah akan
ditentukan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Desa dalam priode baru
Enam tahun kedepan. Tak dipungkiri dalam waktu ini biasanya terdapat pihak-
pihak pendukung salah satu calon akan merasa tidak terima dan ditakutkan

akan menimbulkan kekacauan dan pada saat inilah peran Kepolisian dalam

penjagaan sangat diperlukan.

* Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4



Pada Tahun 2019 di Kabupaten Jember diadakan Pilkades serentak yang
diikuti oleh 161 dari 246 desa di 28 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Jember. Artinya ada krang lebih 70 persen desa yang mengikuti
Pilkades yang dilakukan serentak dalam tahun 2019. Pilkades serentak kali ini
untuk periode 2019-2025 akan melibatkan kurang lebih 1.117.694 pemilih.
Tahap pertama pada 5 September 2019 pilkades di wilayah utara dan timur
Jember meliputi 45 desa di 7 Kecamatan yang terdiri dari 162 calon.”

Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Jenggawah masuk kelompok
Wilayah Tengah Kabupaten Jember dengan Jumlah Peserta 39 (Tiga Puluh
Sembilan) Desa yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 26 September 2019
dengan kurang lebih 5.000 an suara. Di Kecamatan Jenggawah terdiri dari 7
(tujuh) Desa dan dari tujuh desa tersebut desa Jenggawah adalah desa yang

paling kondusif dalam pelaksanaan Pilkades.

Tabel 1.1
Tahap Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL
PELAKSANAAN

1. | Pembentukan panitia Pilkades tingkat Desa 18 s.d 20 Juni 2019
oleh BPD melalui mekanisme Musyawarah
Desa.

2. | Sosialisasi dan pembekalan persiapan 24 s.d 27 Juni 2019
pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak
kepada BPD dan panitia pemilihan tingkat
desa oleh tim Kabupaten.

3. | Sosialisasi pengumuman pembukaan 1s.d 5Juli 2019
pendaftaran bakal calon kepala desa di tingkat
desa serta pendataan daftar pemilih sementara
oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada

® Tahapan Pilkades-Pemkab Jember



masyarakat.

Pembukaan bakal calon kepala desa selama 9
hari dengan penerimaan berkas persyaratan
mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00
WIB.

11 s.d 19 Juli 2019

Penelitian dan verifikasi berkas persyaratan
bakal calon kepala desa serta pengambilan
berkas persyaratan yang kurang lengkap oleh
panitia pemilihan tingkat desa.

21 s.d 24 Juli 2019

Jangka waktu perbaikan berkas persyaratan
yang kurang lengkap bagi bakal calon kepala
desa, dengan penerimaan berkas persyaratan
mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00
WIB.

25 Juli 2019

Pengundian dan penetapan Nomor urut calon
kepala desa.

26 s.d 29 Juli 2019

Pelaksanaan ujian tes tulis bagi desa yang
terdapat lebih dari 5 orang bakal calon kepala
desa yang mendaftar dimulai pukul 10.00 WIB
s.d selesai.

30 Juli 2019

Penyerahan data foto, nama dan nomor urut
calon kepala desa oleh panitia pemilihan
tingkat desa kepada tim kabupaten untuk
dilakukan pencetakan surat suara.

31 Juli 2019

10.

Penyampaian dokumen visi dan misi serta
daftar nama para saksi calon kepala desa.

5s.d 6 Agustus 2019

11.

Kampanye penyampaian visi dan misi calon
kepala desa yang difasilitasi oleh panitia
pemilihan tingkat desa seeta kesepakantan
daftar pemilih tetap antara panitia pemilihan
tingkat desa dengan calon kepala desa.

20 s.d 22 Agustus
2019

12.

Evaluasi persiapan pemungutan suara dan
deklarasi damai.

26 s.d 29 Agustus
2019

13.

Hari Tenang

2 s.d 4 September
2019

14.

Pemungutan Suara

Kelompok desa wilayah utara dan timur
kabupaten Jember dengan jumlah peserta 45
Desa.

Kamis, 5 September
2019

Kelompok desa wilayah selatan Kabupaten

Kamis, 12 September




Jember dengan jumlah peserta 37 Desa.

2019

Kelompok Desa wilayah barat Kabupaten
Jember dengan jumlah peserta 40 Desa.

Kamis, 19 September
2019

Kelompok Desa Wilayah Tengah Kabupaten
Jember dengan jumlah peserta 49 Desa.

Kamis, 26 September
2019

berakhir masa jabatannya di bulan Desember
2019 sejumlah 15 Desa.

15. | Pembekalan 161 orang Kepala Desa terpilih Oktober 2019
16. | Pelantikan Kepala Desa Terpilih bagi yang Oktober 2019
berakhir masa jabatan sampai bulan Juli 2019
sejumlah 146 Desa.
17. | Pelantikan Kepala Desa Terpilih bagi yang Desember 2019

Untuk itu sebelum dilakukannya sebuah pemilihan umum tentang

kepala desa atau apapun biasaya pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai

strategi yang akan diterapkan di lapangan. Karena banyaknya rangkaian demi

rangkaian yang akan dilalui dalam tahap pemilihan kepala desa maka dalam

hal ini kinerja kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengamanan akan

menjadi sorotan dan patut dipertanyakan apakah telah sesuai dengan Undang-

undang yang menaungi tugas dari Kepolisian.

Tabel 1.2

Desa yang mengalami permasalahan pada Pilkades serentak 2019

NO NAMA DESA GUGATAN

1.

Kecamatan Jelbuk, Desa Penggungat Sunarto, SIP menggugat
Sucopangepok Bupati Jember dan kepala desa terpilih
Abd Rahman sebagai Intervensi.

2. | Kecamatan Mumbulsari, Tidak Kourum
Desa Mumbulsari
3. | Kecamatan Pakusari, Desa | SK Bupati dalam melantik Kades
Subo Terpilih harus diganti dengan
menerbitkan SK baru untuk Penggugat
4. | Kecamatan Panti, Desa Ada selisih dalam jumlah pemilih dan
Kemiri meminta ulang untuk diadakan

oknum panitia.

perhitungan ulang namun ditolak oleh




Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-
undangan untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan
berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan
untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingini oleh yaitu
pemerintahan yang legitimate.”

Fenomena dan keadaan politik jelang dan sampai selesainya
diadakannya pilkades ini yang sangat nampak adalah adu strategi yang
dilakukan oleh masing-masing kandidat melalui berbagai macam cara. Salah
satu cara yang paling populer dimasyarakat adalah adu strategi menggunakan
uang untuk memenangkan proses pilkades. Dalam hal ini Kepolisian sebagai
penegak hukum dan pengayoman masyarakat diharapkan bisa menekan adanya
kecurangan dalam pilkades. Kepolisian diharapkan juga bisa adu strategi untuk
mengamankan jalannya pilkades, karena pilkades yang sukses bukan hanya
terpilihnya kepala desa baru, melainkan juga bagaimana proses tersebut terjadi.

Banyaknya keresahan dan ketakutan dalam masyarakat mengenai
kinerja kepolisian menarik minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut agar apa
yang menjadi keinginan masyarakat dapat bisa sesuai dengan harapan. Selain
itu peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana terselenggaranya
proses Pemilihan Kepala Desa apakah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan
materi yang biasa peneliti terima saat perkuliahan. Dan untuk itu peneliti
memilih judul penelitian yaitu “Strategi Kepolisian dalam Pengamanan

Pemilihan Kepala Desa di Desa Jenggawah (Analisis Undang-undang No 2

® Haw Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa,(Jakarta, PT.Raja Grafindo. 1996),24.



Tahun 2002 Pasal 13)” bagian Tugas dan Wewenang Kepolisian yang
terkandung di dalamnya. Dikarenakan peran Kepolisian dalam menjaga
keamanan dan Kketertiban pada suatu kegiatan sangatlah penting demi
kenyamanan bersama.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat
dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui :

1. Bagaimana strategi yang di lakukan oleh pihak Kepolisian dalam
Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jenggawah Kecamatan
Jenggawah Kabupaten Jember ?

2. Apakah pelaksanaan di lapangan terkait dengan Pengamanan Pemilihan
Kepala Desa di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
telah sesuai dengan Undang-undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 pasal 13?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi yang
telah dibuat oleh kepolisian dalam sebuah pengamanan Pemilihan Kepala
Desa ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh
setiap tindakan. Dengan demikan tujuan memegang peranan yang sangat
penting dan harus dirumuskan dengan jelas dan mendetail, karena tujuan

merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti. Untuk mendapatkan
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keberhasilan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut;:’

1. Untuk mengetahui tentang strategi yang di lakukan oleh pihak kepolisian
dalam sebuah Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jenggawah
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui kinerja Kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan di
lapangan apakah telah sesuai dengan Undang-undang Kepolisian No 2
Tahun 2002 pasal 13.

3. Untuk mengetahui adakah faktor pendukung dan pengahambat dalam
penerapkan strategi pengamanan Pemilihan Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang
bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaaan bagi penulis, instansi,
dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis:
1. Manfaat Teoritis
a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan tentang bagaimana strategi lembaga kepolisian dapat
mengamankan sebuah kegiatan yang khususnya penting seperti
Pemilihan Kepala Desa.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti

serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan

" Tim Penyususn, Pedoman Karya llmiah IAIN Jember, (Jember:1AIN Jember Pess, 2018) 44.
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kemampuan befikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan
menerapkan pengetahuan yang diperoleh selam belajar di Fakultas
Syariah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan Strategi
Kepolisian dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
b. Bagi IAIN
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan
khususnya di bagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah dan dapat
di jadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini hendaknya menjadi acuan bagi masyarakat betapa
pentingnya keamanan dalam sepuah Pemilihan Kepala Desa.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian, tujuannya agar tidak
terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.?

® Tim penyusun,Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember:IAIN Jember Press,2017),45.
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1. Strategi Pengamanan

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratus yaitu
militer dan ag yaitu memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi
jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering
diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu
angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang.Konsep strategi
militer seringkali diadaptasi dan ditterapkan dalam dunia bisnis, strategi
menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan
merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu
organisasi’.

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai
pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk memungkinkan
perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan
pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan
atau operasi.

Pengamanan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab individu
atau kelompok saja, akan tetapi merupakan kewajiban dari semua unsur
dalam lingkungannya, terutama dititik-beratkan pada kemampuan dan
profesionalisme di lingkungan unit organisasi pengamanan. Karena

keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

° Racmat, Manajement Strategik, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014 him 2
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masyarakat sebagai salah satu terselenggaranya prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional.*°

Pengamanan keluar yang melakukan usaha, kegiatan dan tindakan
spionase, sabotase dan penggalangan yang mengancam untuk melumpuhkan
sistim urat nadi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
serta urat nadi yang mengatur tata kehidupan masyarakat.'

2. Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata
polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,
ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar
hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)*2. Polisi adalah organisasi yang
memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat
dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang
mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme,
sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 02 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Kepolisian
adalah segala hal ihwal yng berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengn peraturan perundang-undangan.*®

19 YU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5

! eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 3, 2017: 337

2 W.J.S.Purwodarmanto,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,1986,him.763
3 UU No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
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3. Pemilihan Kepala Desa
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 dijelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat

lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**

Dalam suatu pemilihan
Kepala Desa, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh
Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD dan anggotanya terdiri dari
unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Aturan dan persyaratan tentang
pemilihan kepala desa telah diatur dalam UU No. Tahun 2014 Tentang desa.

Pilkades sendiri dilakukan dengan cara demokrasi yaitu pemilihan
langsung oleh masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang di pandang
baik untuk menata pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan
untuk rakyat karena definisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan.
Adanya gambaran singkat mengenai isi sebuah penelitian akan mempermudah
pembaca. Sistematika ini berisi tentang alur deskpsi pembahasan skripsi yang
dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi Pendahuluan yang mana terdiri dari latar

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta devinisi istilah dan

14 permendari No.112 Tahun 2014
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diakhiri dengan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk
memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian
Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Desa
Jenggawah (Analisis UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 13).

Bab Il adalah Kepustakaan dalam Bab ini berisi tentang penelitian
terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang
diteliti yaitu Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar
dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan
dilakukan di bab selanjutnya

Bab 11l adalah Metodelogi Penelitian pada bab ini menguraikan secara
jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian,
lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data
dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek
yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV adalah Penyajian Data dan Analisis yang mana dalam Bab ini
memuat tentang pembahasan tentang Strategi Kepolisian Dalam Pengamamnan
Kepala Desa di Desa Jenggawah Kabupaten Jember (Analisa Undang-undang
Kepolisian No 2 Tahun 2002)

Bab V Penutup dan kesimpulan yang di dalamnya menjelaskan tentang
kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis
dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suaatu

gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian
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akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan

penelitian ini.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu
yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat
ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum
terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan
langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi
penelitian yang hendak di lakukan™.

1. Skripsi ditulis oleh Feri Irawan Jurusan IImu Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Tahun 2016 yang berjudul “Tugas Kepolisian
dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten Oku Timur” Dengan menggunakan metode
penelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris dengan
rumusan masalah :

a. Bagaimanakah Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak pelaku
Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di OKU Timur.

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Tugas Kepolisan dalam
Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Derah di Kabupaten OKU Timur.

Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Tugas Kepolisian dalam

mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang ada dalam Pemilihan

' Tim Penyusunan 1AIN Jember,Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,hal 52.

17
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Umum Kepala Daerah. Persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah
sama-sama menerangkan atau menjelaskan tentang pihak kepolisian dalam
melancarkan pemilihan umum.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah jika
penelitian terdahulu lebih menjelaskan atau menerangkan tentang pemilihan
umum yang berada di tingkat Kabupaten atau Kota sedangkan pemulis lebih
menjelaskan pemilihan umum yang berada di Desa atau Kecamatan'®.

Tesis ini ditulis oleh Hujra Soumena S.Ik Jurusan llmu Kepolisian Tahun

2014 yang berjudul “Strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak Dalam

Menjaga Ketertiban Pada Penyelenggaran Pemilihan Umum (Studi

Pemilihan Umum Presiden 2014)” Dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun2014 di
Kota Pontianak.

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pihak Kepolisian Resort Kota
Pontianak sehingga memerlukan strategi yang tepat dalam menjaga
ketertiban pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2014.

c. Strategi-strategi apa yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Kota
Pontanak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden 2014.

Dalam Skripsi ini menjelaskan strategi-strategi apa yang dilakukan
oleh pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban pada saat Pemilihan

Umum. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penulis adalah

18 Feri Irawan, “Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Oku Timur”, (Skripsi,Muhammadiyah Palembang

2016)
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sama-sama membahas tentang Strategi-strategi apa yang dilakukan oleh
Kepolisian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sedangkan adapun perbedaan dalam penelitian terahulu dan penulis
adalah pada Pemilihan umumnya jika penelitian terdahulu lebih
memfokuskan pada Pemilihan Presiden dan Penulis lebih fokus pada
Pemilihan Kepala Desa'’.

3. Tesis ini ditulis oleh Eko Mardianto, S.I.K Tahun 2010 yang berjudul
“Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh
Dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Yang Prima (Studi Di Polres
Kabupaten Sambas)” Dengan rumusan masalah:

a. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Sambas dalam
pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh di Kabupaten Sambas? 2
Dalamskripsi ini penelitian terdahulu membahas tentang strategi
yang digunakan pihak Kepolisian dalam Pengamanan sebuah acara.
Dalam skripsi ini Strategi dapat dilihat perbedaan dan persamaan yang
cukup jelas. Persamaan penelitian terahulu dan penulis sama-sama
membahas tentang strategi pengamanan oleh Kepolisian yang dilakukan
dalam sebuah acara. Sedangkan perbedaan nya jika penelitian terdahulu
membahas tentang sebuah acara Cap Go Meh sedangkan penulis

membahas tentang Pemilihan Kepala Desa.

Y Hujra Soumena S.Ik, “Strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak Dalam Menjaga Ketertiban
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Studi Pemilihan Umum Presiden 2014 ” (Tesis,
Kepolisian 2014)

18 Eko Mardianto, S.I.K, “Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh
Dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas yang Prima ”(Tesis,Kepolisian 2010)
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4. Skripsi ini ditulis oleh Krisna Kristianning Efendi Tahun 2018 yang
berjudul “Strategi Manajemen Kepolisian Dalam Peningkatan Kesadaran
Berlalu-lintas Pada Pengemudi Kendaraan Bermotor di Polres Metro
Tanggerang Kota” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Manajemen Strategi Kepolisian Dalam Peningkatan
Kesadaran Berlalu-lintas pada Pengemudi Kendaraan di Polres Metro
Tanggerang Kota.™®

Dalam Skripsi ini penelitian terdahulu membahas Strategi
Manajemen Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap lalu lintas. Sangat jelas bisa terlihat perbedaan penelitian
terdahulu dengan penulis adalah obyek penelitian adalah meningkatkan
kesadaran berlalu-lintas sedangkan penulis objek penelitian adalah
pemilihan Kepala Desa. Sedangkan persamaan yang terlihat adalah sama-
sama memaparkan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam
melakukan suatu pengamanan.

5. Skripsi ini ditulis oleh Yamin Arifin Jurusan Ilmu Sosial, Universitas
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2017 dengan judul “Strategi Aparat
Kepolisian Dalam Menanggulangi  Kasus Pencurian di Kota
Tanjungpinang” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Strategi Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus

Pencurian Yang Terjadi di Kota Tanjungpinang.”

9 Krisna Kristianing Efendi, Strategi Managemen Kepolisian dalam Kesadaran Berlalu lintas
Kendaraan Bermotor di Polres Metro Tanggerang Kota, skripsi 2018.

20 yamin Avrifin, Strategi Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pencurian di Kota
Tanjungpinang, Skripsi llmu sosial 2017



21

Dalam skripsi ini peneliti terdahulu membahas cara aparat
kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian yang marak terjadi di
Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian terdahulu dengan penulis sangat
jelas perbedaannya, penulis memilih objek penelitian tentang pemilihan
kepala desa sedangkan penelitian terdahulu ini lebih mengedepankan
pada kasus pencurian yang ada di kota Tanjungpinang. Sedangkan
persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dan penulis adalah sama-
sama membahas tetang strategi kepolisian dalam menangani suatu
perkara.

6. Karya jurnal penelitian Theofilus Kubon, 2013 tentang “Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Tonselama
Kecamatan Tondano Utara)”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana konsep
demokrasi itu tidak terlepas dari partispasi politik yang dilakukan oleh
warga negara. Karen a partispasi bisa dinilai seberapa jauh masyarakat
terhadap kegiatan politik tersebut, baik dalam pemili, pilgu ataupun
pilkades.?

Dalam penelitian terdahulu memfokuskan tentang partisipasi
masyarakat untuk menciptakan pesta demokrasi yang kondusif, yang mana
hal ini sangat berbeda dengan penelitian peneliti yang menitik beratkan

strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam pengamanan pilkades.

2! Theofilus Kubon, Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (studi di Desa
Tonselama Kecamatan Tondono Utara, 2013.
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Sedangkan dalam penelitian terdahulu memuat persamaan dalam hal
pemilihan yang dituju yaitu pemilihan kepala desa.

7. Karya jurnal penelitian Anny Prihatin Ningrum, 2002 yang berjudul
“Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Tahap persiapan yaitu
BPD membentuk panitia pencalonan, panitia pengawas, serta panitia
peneliti dan penguji.?

Dalam penelitian terdahulu dan sekarang mempunyai kesamaan pada
bagian pemilihan kepala desa, sedangkan yang mencolok tentang perbedaan
dari penelitian terahulu dan sekarang adalah penelitian terhalu
memfokuskan pada rangkaian dalam proses pemilihan kepala desa,
sedangkan peneliti memfokuskan pada pembahasan strategi kepolisian
untuk mengamankan pemilihan kepala desa.

8. Skripsi ini ditulis oleh Enah mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam,
Universitas Islam Negeri Radesn Intan Lampung, 2017 dengan judul
”Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017
(Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana proses kegiatan pemilihan kepala desa di desa way galih
kecamatan tanjung bintang Lampung Selatan?
b. Apa peran tokoh masyarakat terhadap pilkades desa way galih

kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan?

22 Anny Prihatin Ningrum, Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan
Demokrasi, Jurnal Penelitian, 2002.
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c. Dalam Bentuk apa peran tokoh masyarakat dalam pilkades tahun 2017?

Dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang didapati

beberapa perbedaan dan persamaan. Adapun persamaannya adalah sama-

sama menggunakan jenis penelitian kualilatif atau field research dan

meneliti tentang pemilihan kepala desa. Sedangkan perbedaannya adalah

jika peneliti terdahulu lebih tertuju pada peran tokoh masyarakat sedangkan

peneliti tentang strategi kepolisian.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian
NO | NAMA | TAHUN JUDUL PERSAMAAN | PERBEDAAN
1. | Feri 2016 Tugas Kepolisian | Sama-sama Dalam
Irawan Dalam membahas penelitian
Mencegah dan tentang terdahulu
menindak pelaku | pengamanan memfokuskan
Tindak Pidana pada saat pada pemilihan
Pemilihan Umum | pemilihan ditingkat kota
Kepala Daerah | umum. atau kabupaten
Oku Timur. sedangkan
peneliti fokus
pada penelitian
tingkat desa.
2. | Hujra 2014 Strategi Sama-sama Dalam
Soumena Kepolisian membahas penelitian
S.IK Resort Kota tentang strategi | terdahulu fokus
Pontianak dalam | yang dilakukan | membahas
Menjaga oleh kepolisian | pengamanan
Ketertiban pada | dalam pemilu Presiden
Penyelenggaraan | penjagaan sedangkan
Pemilihan Umum | pemilu. penulis
(Studi Pemilihan membahas
Umum Presiden tentang
2014) pengamanan
pada saat
pemilihan
kepala desa.
3. | Eko 2010 Strategi Sama-sama Dalam
Mardianto Kepolisian membahas penelitian
S.IK dalam tentang terdahulu onjek
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Pengamanan pengamanna penelitianna
Festival Cap Go | yang dilakukan | adalah festival
Meh dalam oleh pihak cap go meh
Mewujudkan kepolisian. sedangkan
Pelayanan penulis tentang
Kamtibmas yang pemilihan
Prima (Studi kepala desa.
Polres
Kabupaten
Sambas)
Krisna 2018 Strategi Sama —sama Dalam
Kristianing menegement membahas penelitian
Effendi kepolisian dalam | cara atau erdahulu
peningkatan strategi dari membahas
kesadaran pihak tentang strategi
berlalu lintas kepolisian tentang berlalu
pada pengemudi lintas sedankan
kendaraan penulis
bermotor di membahas
Polres tentang strategi
Tanggerang pemilihan
Kota kepala desa.
Yamin 2017 Strategi Aparat | Sama-sama Dalam
Arifin Kepolisian membahas penelitian
dalam cara atau terdahulu
Menanggulangi | strategi yang membahas
Kasus Pencurian | dilakukan oleh | tentang kasus
di Kota pihak kejahatan
Tanjungpinang kepolisian sedangkan
penulis
membahas
tentang
pemilihan
kepala desa.
Theofilus | 2013 Partisipasi Sama-sama Dalam
Kubon masyarakat membahas penelitian
dalam pemilihan | tentang terdahulu
kepala desa pemilihan menitikberatkan
(Studi di Desa kepala desa pada partisipasi
Tonselama masyarakat
Kecamatan sedangkan
Tandano Utara. peneliti
memfokuskan
pada strategi

yang dilakukan
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oleh pihak
kepolisian
dalam
pengamanan
pilkades.

7. | Anny 2002 Proses pemilihan | Sama-sama Penelitian
Prihatin kepala desa membahas terdahulu
Ningrum dalam rangka tentang memfokuskan

pelaksanaan pemilihan pada rangkaian

demokrasi kepala desa acara
sedangkan
peneliti
memfokuskan
pada
pengamanan
yang dilakukan
oleh pihak
kepolisian
dalam
pemilihan
kepala desa.

8. | Enah 2017 Peran Tokoh Sama-sama Penelitian

Masyarakat menggunakan | terdahulu lebih
dalam Pemilihan | enis penelitian | memfokuskan
Kepala Desa kualitatif atau | pada peran
(Studi di desa penelitian tokoh
Way Galih Desa | lapangan masyarakat
Tnung Bintang sedangkan
Kabupaten peneliti lebih
Lampung memfokuskan
Selatan. pada strategi
pengamanan

yang dilakukan
oleh kepolisian.

B. Kajian Teori

1. Strategi Pengamanan

Michael Porter dalam artikelnya menyatakan bahwa strategi ialah

sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai

yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-
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aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk

mencapai kinerja yang memuaskan atau sesuai target.?®

Strategi sebenarnya di dasarkan pada analisis yang integritas dan
holistik. Artinya, setelah strstegi disusun semua unsur yang ada dalam
organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk
merealisasikan visi dan misi korporasi.** Kelemahan utamanya adalah
strategi tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan
strategi adakalanya masih bersifat formal.

Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi maka strategi itu harus
mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu
strategi mempunyai lima unsr:

a. Gelanggang atau arena merupakan area produk jasa, saluran distribusi,
pasar geografis dimana organisasi beroperasi. Unsur arena tersebut
harusnya tidaklah mencakup begitu luas atau terlalu umum akan tetapi
perlu lebih spesifik.

b. Sarana kendaraan yang digunakan untuk dapat mencapai suatu area
sasaran. Dalam penggunaan sasaran ini harus dipertimbangkan besarnya
resiko kegagalan dari penggunaan sasaran.

c. Pembeda yang dibuat atau differentiators adalah unsur yang bersifat
spesifik dari strategi yang ditetapkan.

d. Tahapan rencana yang dilakukan atau staging merupakan penetapan

waktu dan langkah dari pergerakan strategik.

2 Wahyu Bagus Krestianto,Strategi Tentang Pengamanan Terhadap Pilkada Dalam
Kepolisian,vol.5,N0.3,2017,337.
?* Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung:CV Pustaka Setia, 2014,2
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e. Pemikiran ekonomis atau economic logic, merupakan gagasan yang jelas

tentang bagaimana mnafaat atau keuntungan yang akan dihasilkan .
Strategi terbagi dalam beberapa tipe. Tipe-tipe strategi menurut

Koteen adalah sebagai berikut® :

a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan
perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif, strategi yang
baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu apa dan untuk siapa
dilakukan.

b. Program Strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi
perhatian pada implikasi-implikasi strstegi dari suatu program tertentu
yang dilancarkan diperkenalkan, apa kira-kira dampaknya bagi sasaran
organisasi.

c. Resource support strategy (Strategi pendukung sumber daya). Strategi
sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan
pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna
meningkatkan kualitas Kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa
tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

d. Institusional Strategi (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strstegi
institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk
melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kergiatan mengenai

pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan

2> Wahyu Bagus Krestianto, Strategi Tentang Pengamanan Terhadap Pilkada dalam Kepolisian,
vol.5,No.3, 2017.337.
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perencaanaan dan pengambilan tindakan guna menyelenggarakan
pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan
atu suatu operasi. Pengamanan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung
jawab individu atau kelompok saja, akan tetapi merupakan kewajiban dari
semua unsur dalam lingkungannya, terutama dititikberatkan pada
kemampuan dan profesionalisme dilingkungan unit organisasi pengamanan
dan unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaan keamanan kegiata, termasuk
kemampuan pengamanan dalam melaksanakan kegiatan itu sendiri.

Pengamanan keluar yang melakukan usaha, kegiatan dan tindakan
spionase, sabotase dan penggalangan yang mengancam untuk melumpuhkan
sistim urat nadi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
dan urat nadi yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Sedangkan
Pengamanan kedalam diarahkan terhadap tindakan kelalaian, kealpaan,
pengabaian, kecerobohan serta hambatan.
. Kepolisian

Kepolisian yang berasal dari istilah polisi yang beragam
penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali datang dari
Yunani yakni politiea dati tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran
bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, negara
yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan
dijunjung tinggi.

Dikatakan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik
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Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”®

Menurut Satjipto Raharjo Polisi adalah “Hukum yang hidup dan
bukan robot atau mesin hukum”. Beliau juga mengatakan bahwa polisi
muncul dengan pekerjaan yang sangat strategis. Polisi merupakan alat
negara yang bertugas memlihata keamanan dan ketertiban masyarakat,
memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan.?’ Dikatakan
dalam Undang-undang No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa? :

a. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota
Kepolisian yang berdasarkan Undang-undang yang memiliki wewenag
umum Kepolisian.

d. Peraturab Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemelihara

%6 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia,Pasal 4

2" Wahyu Bagus Krestianto, Strategi Tentang Pengamanan Terhadap Pilkada Dalam
Kepolisian,vol 5, No.3,2017,337.

28 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1
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ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarabya pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tuuan nasional yang ditandai oleh
teraminnya ketertiban, dan tegaknya hokum serta terbinanya
ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatanmasyarakat dalam mengakal,
mencegah, menanggulangi bentuk pelanggaran hokum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

f. Keamanan dalam negri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan
teraminnya keadaan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hokum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan
kepada masyarakat.

g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dana tau kepentingan
bangsa dan negara demi teraminnya keamanan dalam negeri.

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat” dan menurut C.H Niewhuis untuk melaksanakan
tugas pokok itu polisi memiliki dua fungsi utama yaitu:

a. Fungsi Prefentif

Fungsi preventif ini untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi
itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaganya, ketertiban dan

ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan
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mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan
perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam
dan membahayakan ketertiban dan ketentraman.
b. Fungsi Represif

Fungsi Represif atau Pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu
berkewaiban untuk menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap
pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk
penghukuman.

3. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan kontruksi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa disebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung dalam pemilihan dan
bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana di rumuskan dalam pasal
31-39. Proses pemilihan itu dapat dipilah berdasarkan tahapan. Dalam hal
ini jelas pemilihan Kepala Desa dilakukan seca Demokrasi karena
melibatkan warganya.

Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3 uga
disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu
kali atau bergelombang. Dan pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa
pada wilayah Kabupaten/kota.?®

Dalam pemilihan kepala desa demokrasi merupakan suatu bentuk

atau sistem pemerintah di mana segenap rakyat ikut serta dalam memerintah

*® Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 2
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dengan perantaraan wakil-wakilnya. Salah satu tonggak utama untuk
mendukung sistem politik yang dekmokratis adalah melalui pemilihan
umum. Pemilu adalah salah satu instrumen penting dalam sistem politik-
demokratis modern. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk
partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Bila Kepala Desa dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa secara
langsung dengan berdasarkan aturan yang ada, demikian pula dengan Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemukamasyarakat yang ada di Desa
yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa,
menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
pemerintahan desa.

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk
campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak
memberi aturan main lagi bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agarlebih
terstruktur. Namun demikian percampuran tersebut membias ketika para
onum aparat yang menentukan nasib bakal calon berusaha melakukan
intervensi lebih dalam dengan berbagai variasinya.*

Tak jarang praktek money politik yang sebelumnya hanya terjadi
pada diri dengan calon pemilih. Kemudian bekembang saat panitia maupun
pimpinan daerah berusaha mecari keuntungan diri dengan cara-cara yang

bernuansa kecurangan. Akibatnyapun fatal, proses pencalonan adakalanya

*® Budiono, Bambang.2000.Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia.
Jogakarta:Renika
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diwarnai dengan berbagai ketidak obyektifan dan seolah-olah jabatan makin
di perdagangkan.

Pemilihan kepala desa adalah suatu proses yang harus diamankan
dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecuranganyang dapat
merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini
telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak
bolen dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk
mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya.

Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hokum,
tetapi juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai wujud
proses demokrasi di desa yang telah ada seak lama. Peran masyarakat harus
dioptimalkan dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Ini erat kaitannya
dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam
kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses
demokrasi di desa. *

Pemilihan kepala desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi
politik masyarakat. Dalam Pemilihan Kepala Desa dapat ditarik unsur-unsur
penting yaitu:

a. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
dilakukan oleh BPD yang meliputi perencanaan penyelenggaraan yaitu

pengaturan tata cara dan tahapan program dan jadwal Kkerja

*! Untung, Muarib.2000.Pilihan Kepala Desa DemokrasiMasyarakat yang Teracuni.
Jogjakarta:Mandala
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penyelenggaraan Pilkades serta pembentukan panitia pelaksanaan
pendaftaran bakal calon Kepala desa, pendaftaran pemilih dan kampanye.

b. Tahap pemungutan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemungutan
suara dalam pemilihan kepala desa mencakup persiapan pengucapan
sumpah atau janji panitia, pemeriksaan kotak suara dan bilik suara,
pembagian tugas penandatanganan berita acara pemungutan suara dan
tahap perhitungan suara.

c. Masyarakat menggunakan hak pilih dan membina hubungan baik dengan
stakeholders menjadi tim sukses dan membangun posko pemenangan di
beberapa titik.

Setelah panita melakukan penaringan dam melewati tahapan, maka
untuk menentukan siapa sajakah dari bakal calon yang nantinya berhak
menadi calon kepala desa dilaksanakanlah ujian yang terdiri dari
pemeriksaan administrasi dan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan. Dengan uraian dari kegiatan diatas maka setelah melalui masa
kampanye sampailah pada waktu pemilihan kepala desasecara langsung
olen warga masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini
menggunakan asas LUBER yaitu:

a. Langsung

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara
untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara

atau diwakilkan.
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b. Umum

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah
penduduk desa yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah
melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat yang sudah
ditentukan atau diatur oleh undang-undang.

Bebas

Asas ini berarti pemilih diamin keamanannya tanpa pengaruh
tekanan dan paksaan dari siapapun dengan apapun.
Rahasia

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam
memberikan suaranya didalam bilik suara diamin kerahasiannya tidak
akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Penggunaan asas LUBER ini uga diikuti dengan asas lain yang
dikenal dengan asas jurdil yang berarti asas jujur adil. Dengan adanya
beberapa asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam
pemilihan kepala desa sehingga keinginan untuk menciptakan

pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai.*?

*? Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: sinar

gravika.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan dalam pengumpulan
data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena
yang sedang di teliti dan dianalisis®>. Metode penelitian menjelaskan semua
langkah yang dikerjakan peneliti dari awal sampai akhir.3* Seorang penelitian
akan memulai proyek penelitian dituntut untuk mengetahui metode serta
sistematika penelitian. Jika peneliti hendak mengungkapkan kebenaran melalui
suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian digunakan bebberapa tehnik atau
metode penelitian yang meliputi:
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional
dalam kehidupan yang nyata™®.

Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian lapangan yang
bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun
langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap
masyarakat yang hendak terlibat dalam pemilihan kepala desa.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (fieldresearch).

Maksudnya adalah peneliti berangkat langsung ke lapangan. Tujuannya

%3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014),2.
3 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press,
2018), 46

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986)
51.
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adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok,
lembaga atau masyarakat.*® Di dalam menghadapi permasalahan yang
dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian di
hubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam menjunjung dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian
lapangan guna memperoleh data primer. Data primer sendiri diperoleh
melalui wawancara.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan Penelitian adalah di Desa Jenggawah,
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih tempat
penelitian tersebut dikarenakan adanya kerusuhan namun selalu dapat
ditangani dengan jalan perdamain.
C. Subyek Penelitian
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut lofland adalah
kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-
dokumen dan meliputi apasajakah yang ingin diperoleh, siapa saja yang
hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan
dicari dan dijaring sehingga Validisasinya dapat dijamin®’. Maka sumber data

yang diperlukan dibagi menjadi dua macam:

% Sumadi Surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Press,2009),8
* Tim Penyusun, Pedoman Karya lImiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember Press,2017),47.
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1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan

para informan yaitu:

a.

b.

Bapak Sunarto selaku Kapolsek Jenggawah

Bapak Sunanto selaku Babinkamtibnas Jenggawah

Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jenggawah

Bapak Puguh selaku Panitia pemilihan kepala desa

Bapak Imam selaku BPD Jenggawah

Bapak Abdul Ghofur selaku sekertariat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

Bapak Wasiaji dan Bapak Toni selaku tokoh masyarakat Desa

Jenggawah

2. Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, undang-

undang, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas.*®

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

percakapan atau tanya jawab*. Tehnik wawancara dilakukan jika peneliti

%8 Marzuki,Metodologi Riset,(Yogyakarta:PT Hanindifa Offset,1983),56
% Djama’ Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:CV Alfabeta

2013),130.
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memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden®. Percakapan
dalam wawancara dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu
pewawancara sebagai pemberi pernyataan dan di wawancarai sebagai
pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut*’.

2. Observasi

Observasi adalah cara-cara menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengetahui tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok secara langsung. Peneliti mengadakan
observasi secara langsung yaitu peneliti melaksanakan pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa
itu sendiri.

Dengan metode observasi peneliti dapat langsung mencatat setiap
kejadian yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung
memperoleh data dari informan yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang
datanya diperolrh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang
penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai
peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang
dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang™.

“0 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta:CV Andi
Offset,2010),171.

1 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.
*2 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta,2009),240.
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Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara®. Mwtode
ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel
yang merupakan catatan yang berbentuk tulisan, gambar, foto dan
sebagainya.

Dengan mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan
dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara lebih lanjut sehingga
dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu
kejadian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data™,

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang akan digunakan
penelitian adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan

Huberman yaitu sebagai berikut*:

* Djama’ Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:CV Alfabeta 2013)
149.

* Lexy J Moleong,Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) 280.

*® Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cet 11 (Bandung;CV Alfabeta
2010) 337.
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a. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak
sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus
mereduksi data yang berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data
yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh
gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data
berikutnya.
b. Penyajian Data
Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data
dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang paling
sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.
Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga
merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.
c. Penarikan Kesimpulan Verifikasi
Penarikan kesimpulan verifikasi hanyalah sebagian dari suatu
kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji
kebenarannya kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan

validitasnya.
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Keabsahan Data

Tahap pengujian keabsahan data adalah tahap untuk menguji validitas
data yang dilaporkan dengan onyek data dilapangan. Uji keabsahan data
meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas, transverabilitas, dan
konfirmabilitas*®. Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan uji kredibilitas
data.

Metode pengujian data untuk mengukur Kkredibilitas data dalam
pnelitian inimenggunakan tiangulasi. Triangulasi data adalah pemeriksaan
data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai
pembanding. Tehnik triangulasi yang biasa digunakan adalah
membandingkan dengan sumber atau data yang lain.

a. Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data yang telah diproses melalui beberapa sumber seperti contoh untuk
menguji kredibilitas tentang evaluasi pembelajaran, maka pengumpulan
dan pengujian data. Pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan
ke narasumber yaitu tiga orang dari yang akan saya teliti minimalnya,
kemudian dari tiga data tersebut dideskripsikan dan di kategorikan mana
pandangan yang sama, dan mana pandangan yang berbeda.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Data yang diperoleh

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:CV Alvabeta 2011),

366.
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dengan wawancara , kemudian di cek ulang dengan cara observasi tentang
pengamanan pemilihan kepala desa dilakukan dengan wawancara, lalu
dicek kembali dengan observasi, dokumentasi dan lain sebagainya.
G. Tahap-tahap Penelitian
Banyak ahli mengemukakan tahapan penelitian secara berbeda-beda,
namun setidaknya dapat di laporkan kedalam dua jenis yaitu yang
mengemukakan berdasarkan langkah fisik yang di tempuh dan berdasarkan
langkah kerja pikir penelitian kualitatif’’. Terdapat tiga tahapan dalam
penelitian, yaitu:
1. Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelum berada di
lapangan pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan:
a. Menyusun rencana penelitian
b. Memilih tempat penelitian
c. Mengurus perizinan
d. Menentukan informan
2. Tahap pelaksanaan lapangan
a. Memahami latar penelitian
b. Memasuki tempat penelitian
¢. Mengumpulkan data

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

e. Tahap analisis data

*" Djama’ Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Alvabeta 2013) 79.
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Tahapan ini, peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari
subyek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki bahasa dan
sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi
kesalahpahaman maupun salah penafsiran. Setelah data-data dianalisis

dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kantor
Kepolisian Sektor Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang
Beralamat di JI. Kawi Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171. Agar
dapat memahami keadaan lokasi peneliti dan mendapat gambaran lengkap
tentang objek penelitian, maka dapat dikemukakan secara sistematis gambaran
objek penelitian sebagai berikut. Desa Jenggawah adalah salah satu desa yang
ada di Kecamatan Jengawah dengan jumlah penduduk 85.492 jiwa dengan luas

wilayah 57,11 KM.

Gambar 4.1 Peta Desa Jenggawah

+++ ; Batas Desa
: Batas Padukuan
: Jalan Raya

: Jalan Desa

: Masjid

: Balai Desa

: Kantor Polisi
: Pasar

: Kanal

: Sungai

: Gunung

: Puskesmas
: Lapangan
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Desa Jenggawah dengan luas 9,20 Km dan dengan presentase luas

terhadap kecamatan yaitu 16,00. Dan ketinggian tempat 65,00 m dengan jarak

dari kantor desa ke kantor kecamatan sejauh 1 km. Dan rata-rata curah hujan

22,33mm dengan Dam Talang sebagai stasiun pengukur.

Berkebun dan bertani adalah salah satu pekerjaan yang hampir 60%

masyarakat desa jenggawah lakukan. Selebihnya adalah berdagang, pegawai

swasta, honorer, dan lain-lain. Sehingga produksi padi yang dihasilkan per

tahun cukup tinggi yaitu 45.409 Ton.

Desa jenggawah adalah salah satu dari 266 (Dua Ratus Enam Puluh

Enam) Desa yang ada di Kabupaten jember. Desa Jenggawah merupakan desa

yang terletak kurang lebih 30 Km dari pusat kota Kabupaten Jember. Desa

Jenggawah memiliki komoditas yang menJadi primadona yaitu tanaman

tembakau. Secara umum letak geografis Desa Jenggawah yaitu terletak pada

wilayah dataran rendah dengan memiliki daratan subur yang luas.
Batas Wilayah Desa Jenggawah adalah:

Sebelah Utara  : Desa Klompangan Kecamatan AJung
Sebelah Selatan : Desa WonJati Kecamatan Jenggawah

Sebelah Timur  : Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari

Sebelah Barat  : Desa Mangaran Kecamatan AJung

Tabel 4.1Total Penduduk Berdasarkan Kelamin

JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI 7.994
PEREMPUAN 8.112
TOTAL 16.106

*® Meri,zulfa. Kecamatan Jenggawah Dalam Angka. Badan Pusat Statistik:Jember 2020.
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No Dusun Jumlah | Jumlah | Jumlah Total Jumlah
Penduduk | RTM | Anggota KK
RTM
1. | KRAJAN 3.528 336 778 1114 1.017
2. | LANGSEPAN 2.191 87 193 280 610
3. | GAYASAN A 2.430 327 962 1.298 635
4. | GAYASAN B 1.905 121 290 441 517
5. | JATIREJO 1.232 56 119 175 397
6. | CURAH BUNTU | 1.697 76 154 230 469
7. | BABATAN 3.073 122 334 456 795
JUMLAH 1.125 2.830 3.955 4.440
Tabel 4.3 Total Penduduk Berdasarkan Agama
Jenis Agama | 0-6 7-13 18-21 21 Tahun | Jumlah
Kelamin Tahun | Tahun Tahun | Keatas
L Islam 979 1.288 1.201 2.797 6.265
Kristen | 29 16 62 113 242
Hindu X X X X X
Budha X X X X X
P Islam 1.298 2.756 860 2.554 7.468
Kristen | 13 18 93 315 439
Hindu X X X X X
Budha X X X X X
Jumlah 2.319 4.078 2.216 5.779 16.106
Tabel 4.4 Daftar Fasilitas di Jenggawah
NO | TEMPAT JUMLAH | KETERANGAN
1. SEKOLAH (SD, SMP,SMA) 12 Kondisi baik
2. Puskesmas dan fasilitas kesehatan | 4 Kondisi baik
3. KUA 1 Kondisi baik
4. Tempat Peribadatan (Masjid dan 53 Kondisi baik
gereja)

Luas Wilayah Desa Jenggawah 919.728 ha/m yang terbagi dalam luas

pemukiman yaitu seluas 195.863 ha/m, luas persawahan yaitu seluas 674.494
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ha/m, luas kuburan seluas 5.504 ha/m, luas pekarangan yaitu seluas 40.517
ha/m, dan perkantoran seluas 3.350 ha/m. Luas wilayah paling luas yaitu untuk
luas persawahan hal tersebut membuktikan bahwa desa Jengawah merupakan
desa yang mayoritas penduduk sebagai petani.*’
B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan
tehnik pengumpulan data melalui wawancara atau interview, dokumentasi dan
catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini secara berurutan dan
disajikan data hasil peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Data yang akan
digali adalah “Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Desa
di Desa Jenggawah analisis Undang-undang Kepolisian No. 02 Tahun 2002
Pasal 13.

Sesuai dengan rumusan masalah diawal maka data-data yang akan
diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut:
1. Strategi Kepolisian Sektor Jenggawah dalam Pengamanan Pemilihan

Kepala Desa.

Dari hasil penelitian di lapangan metode penelitian yang digunakan
untuk mencari dan mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi,
wawancara, dokumenter, dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam
penelitian ini, maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan strategi

kepolisian dalam pengamanan pemilihan kepala desa.

* https://www.coursehero.com diakses pada Hari Senin 15 Februari 2021 Pukul 18.59
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Dari data yang diperoleh dilapangan bahwa benar setiap Kepolisian
pasti mempunyai strategi sendiri dalam hal pengamanan pemilihan kepala
desa, hal ini dikarenakan biasanya pada acara tersebut banyak pihak-pihak
yang berbeda pendapat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Sunarto
selaku Kapolsek Jenggawah:

“Tentu kami dari pihak polsek setempat turut serta dalam melakukan
pengamanan yang dibantu oleh pihak koramil. Pengamanan yang
dilakukan oleh kami bukan hanya pada waktu pelaksanaan atau
acara saja namun kami dari pihak polsek dan dibantu pihak koramil
melakukan penjagaan atau pengamanan sejak tahap awal hingga
tahap akhir. Tahap awal kami ikut menjaga atau melakukan
pengamanan saat proses pendaftaran hingga pembentukan panitia.
Tahap kedua yaitu mengiringi, pada tahap ini pihak kepolisian ikut
melakukan pengawasan ataupun pengamanan saat kampanye.
Kampanye tertutup dan terbuka, dikaenakan pada saat kampanye ini
juga banyak ditemui pihak-pihak yang melakukan kecurangan
ataupun hingga memicu terjadinya konflik anatar pendukung. Dan
pada tahap selanjutnya ini adalah tahap akhir, yaitu polisi memantau
dan melakukan pengamanan saat acara dilaksanakan hing%;a saat
perhitungan suara dan tetap berlanjut pada tahap penetapan™

“Dalam pengamanan pemilihan kepala desa ada beberapa strategi
yang kami siapkan, yaitu diantaranya: Kekompakan antar pihak
entah itu Babinkamtibmas, Babinsa, Pol PP dan Panitia. Selanjutnya
juga koordinasi yang bagus antara para pihak keamanan dan juga
relawan, dan hal yang paing utama jika terjadi sebuah kerusuhan di
tempat acara maka tindakan yang diambil oleh pihak keamanan
adalah melakukan tindakan secara proposional dan tidak berlebihan
yang nantinya justru memicu kontraproduktif. Jadi dapat ditarik
benang merah bahwa kunci keberhasian dari pihak kita itu adalah
solidaritas dan sinergitas”51

Dari pernyataan diatas yang telah diungkapkan dari pihak kepolisian

maka dapat diambil keismpulan bahwa memang pada setiap adanya

*® Bripka Sunarto, wawancara Kapolsek Jenggawah, 10 Juni 2020
*! Bripka Sunarto, wawancara Kapolsek Jengawah, 10 Juni 2020
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pemilihan kepala desa pihak kepolisian selalu menjadi garda terdepan dalam
hal pengamanan.

Selain itu Bapak Sunarto selaku Kapolsek Jenggawah juga men
jelaskan bahwa sebelum terselenggaranya acara pemilihan kepala desa pihak
kepolisian juga menyiapkan dua tahapan diantaranya adalah tahapan
persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Diawali dengan tahap pra lapangan
dimana pihak kepolisian sector jenggawah bekerasama dengan polres
jember untuk mengatasi langkah-langkah apa yang digunakan dalam
mengatasi permasalahan yang ada di pilkades nantinya.

Tidak hanya itu pihak kepolisian dalam tahap pra lapangan juga
mempersiapkan latihan pra operasi atau evaluasi, kesiapan anggota
babinkamtibnas yang akan mengawal dari awal hingga akhir masa
pemilihan, kesiapan personel dalam kenetralan, kesiapan alat dan prasarana
penunjang, kesiapan menaga masyarakat dari suap dan kampanye hitam.

Setelah tahap pra lapangan kepolisian juga mempersiapkan tahap
lapangan dimana dalam hal ini kepolisan sector jenggawah bekerjasama
dengan pihak polres untuk meningkatkan keamanan serta kemampuan
pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Bapak Imam selaku BPD Desa Jenggawah juga menjelaskan sedikit
tentang pengamanan yang dilakukan oleh Pihak panitia yang bertugas dalam
pengamanan pemilihan kepala desa di Desa Jenggawah:

“Jadi dalam sebuah pemilihan kepala desa, pihak yang terkait dalam

pengamanan bukan hanya dari pihak kepolisian saja melainkan juga

dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal pemilihan
kepala desa tentunya tahapan paling awal yang dilakukan oleh BPD
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adalah diadakannya musyawarah untuk membentuk panitia
pemilihan kepala desa pada priode tersebut. Setelah itu maka akan
dibentuk panitia untuk pemilihan kepala desa. Setelah itu akan ada
pannitia dibagian pengamanan atau keamanan yang nantinya akan
mengawasi jalannya acara hingga selesai. Dalam hal ini panitia juga
berkolaborasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa serta Satpol PP.
Bukan hanya itu saja jadi di Desa Jenggawah ini juga merangkul
para tokoh pemuda yang nantinya juga jadi relawan dalam acara
pemilihan kepala desa”

“Kenapa dalam pemilihan kepala desa pihak pemuda juga ikut
dilibatkan, dikarenakan tokoh pemuda memiliki semangat yang
tinggi dan diharapkan pada masa yang akan datang tokoh pemuda ini
sudah dapat mengaplikasikan dalam proses pengamanan pada acara
yang lain. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa adanya tokoh
pemuda ini sangatlah membantu para pihak keamanan tentunya dari
pihak panitia, babinkamtibmas ataupun dari babinsa. Tidak
dipungkiri dalam pelaksanaan terkadang ada hal diluar dugaan,
semisal konflik atau cekcok yang biasanya sering terjadi dalam
pmilihan kepala desa”

Keterangan selanjutnya dikemukakan oleh Bapak Sunanto selaku
Babinkamtibmas yang saat itu bertugas dalam penjagaan di acara Pemilihan
Kepala Desa pada Tanggal 27 September 2019 yang bertempat di halaman
kantor desa Jenggawah:

“Dalam setiap pemilihan kepala desa pasti ada pihak pengamanan
biasanya langsung dari polsek tempat tersebut. Saya sebagai
perwakilan dari Babinkamtibmas waktu mengawal jalannya pilkades
tentunya sebelumnya diadakan koordinasi. Koordinasi disini yang
dimaksud adalah musyawarah untuk bagaimana tehnis pengamanan
akan dijalankan. Saya dan Pak Tuhiran selaku Babinsa dengan para
panitia acara pelaksanaan mengatur bagaimana nantinya acara ini
akan dilaksanakan. Jadi dalam mengawal atau akan mengamankan
segala acara kami selalu mengadakan koordinasi ataupun
musyawarah terlebih dahulu agar nantinya acara yang kita kawal
akan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya dalam pilkades ini
saya bukan hanya mengawal pengawasan tentang keamanan diawal
saja tapi saya dan juga rekan-rekan akan mengawal hingga acara
pilkades itu selesai. Mengapa seperti itu karena dalam setiap
pemilihan kepala desa bukan hanya di Desa Jenggwah saja

°2 Bapak Imam, wawancara BPD Jenggawah, 23 Juni 2020
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melainkan di desa manapun syarat akan konflik antar pendukung.
Saya selaku pihak yang menangani masalah keamanan maka
mengutamakan keamanan pada acara tersebut dan jangan sampai
nantinya terjadi cek-cok dan berujung perkelahian fisik”

Selanjutnya Bapak Sunanto selaku pihak keamanan yang bertugas
juga menjelaskan beberapa konflik yang pernah terjadi dalam pemilihan
kepala desa:

“Dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 kemarin itu dek sempat
terjadi sebuah masalah, sebenarnya masalah ini tidak begitu serius
hanya saja sempat membikin suasana diantara para pendukung antar
calon sedikit memanas. Jadi waktu itu pemilihan kepala desa kan
dibuka pukul 07.00-14.00 WIB. Setelah sudah berakhir batas
maksimal dan akan ditutup maka di cek kembali apakah suara saat
ini sudah memenuhi batas minimum jumlah yang harus hadir atau
kourum, setelah di cek oleh panitia nyatanya suara yang masuk
belum memenuhi batas kourum tersbut. Hal ini sempat membuat
beberapa dari pendukung calon menjadi gaduh dikarenakkan ada
yang meminta tetap diutup dan ada yang meminta untuk tetap
dibuka. Akhirnya saya beserta rekan menghadang massa yang saat
itu kisruh dan membuat bising sembari menunggu kejelasan dari
panitia pilkades tentang keputusan yang akan diambil. Setelah para
panitia sudah bermusyawarah akhirnya proses pemilihan ditambah
batas waktu hingga pukul 15.007°

Untuk mendukung data yang ada dilapangan disini juga di tampilkan
data wawancara kepada Bapak Supardi selaku Kepala Desa di Desa
Jenggawah:

“Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada Bulan September 2019
untuk Priode 2019-2025, dimulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00
WIB setelah itu proses selanjutnya diadakan proses perhitungan
suara. Dalam proses tersebut selalu ada pihak kepolisian yang siap
untuk menjada jalannya proses acara pemilihan Kepala Desa. Untuk
pengamanannya sesuai dengan engan tugas Kepolisian maka dapat
dikatakan sudah cukup baik, mengapa demikian dikarenakan pihak
Kepolisian selalu menjaga dan siap membantu dalam setiap proses.
Tidak ada momen yang hilang atau tertinggal dari pengawasan dan
pengamanan oleh pihak Kepolisian. Dan untuk Panitia Pemilihan

>3 Bapak Sunanto, wawancara Babinkamtibmas Jenggawah, 11 Juni 2020
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Kepala Desa waktu itu di Ketuai oleh Bapak Puguh Wijonarko,
Bendahara Bapak Hosim, Sekretaris Bapak Ainur Rofig, dan di
anggotai oleh, Sunoto, Hersansu, Sugiono, Rini, Agus Patriadi,
Toha, Ahmad Busri.**

Namun dari data wawancara yang telah saya ambil dari beberapa
masyarakat ada beberapa sedikit perbedaan fakta yang sudah dijelaskan oleh
para tokoh diatas. Hal ini sangat lumrah terjadi dikarenakan setiap acara
apapun pasti mengandung pro dan kontra. Keterangan ini dijelaskan
langsung oleh Bapak Wasiaji selaku tokoh masyarakat di dusun Curah
Buntu:

“Dalam pemilihan kepala desa pada priode kemarin menurut saya
pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamana disana sudah
lumayan cukup bagus, hanya saja waktu itu sempat ada penumpukan
antrean yang lumayan cukup membuat para warga yang ingin
melakukan pemilihan menjadi berdesakan. Banyak para wanita yang
membawa anaknya yang masih balita dan berdesakan. Hal seperti ini
sebenarnya tanggung jawab atas kesadaran dari diri sendiri, namun
kan disana ada pihak keamanan mengapa pihak keamanan yang ada
disanan hanya memantau jalan nya pencoblosan sedangkan yang
mengantri di bagian penukaran surat suara dengan lembaran
pencoblosan tidak tertata dengan rapi. Seharusnya hal sepele seperti

ini juga harus di tangani”®

Setelah itu ada penjelasan lagi terkait hal yang hampir sama dengan
keterangan yang diberikan oleh bapak wasiaji diatas. Keterangan ini saya
peroleh dengan mewawancarai Bapak Toni selaku warga dusun Gayasan,
beliau memberikan keterangan:

“sempat ada yang cekcok dalam pemilihan kepala desa kemarin, tapi

alhamdulilah tidak berbuntut panjang karena ada pihak relawan dan

warga sendiri juga cepat tanggap untuk melerai cekcok tersebut.

Namun waktu itu pihak kepolisian yang ada disana hanya melihat
dari kejauhan dan tidak segera melerai. Tapi setelah ada warga dan

> Bapak Supardi, wawancara Kepala Desa Jenggawah, 10 Juni 2020
> Bapak Wasiaji, wawancara tokoh masyarakat, 12 Juni 2020
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pihak relawan yang melerai barulah ada pihak polisi yang
mendatangi dan menanyakan ada apa keributan, ya saya selaku yang
ada distu jawab hanya cekcok. Terus polisi nya hanya bilang tetap
jaga keamanan ya demi kebaikan bersama”°

2. Analisis Kinerja Kepolisian Berdasarkan Undang-undang No.02 Tahun

2002 tentang Kepolisian Pasal 13

Dalam Undang-undang Kepolisian No0.02 Tahun 2002 Pasal 13
tentang Tugas dan wewenang kepolisian disebutkan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2) Menegakkan hukum

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat

Ketiga tugas pokok tersebut sebenernya bukan merupakan urutan
prioritas, sebab ketiga-tiganya sangat penting, sedangkan dalam
pelaksanaanya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat
tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena
pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan
dapat dikombinasikan. Disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus
berdasarkan norma hokum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan
kesusilaan, serta menunang tinggi hak asasi manusia. Karena itu, ketiganya
dirumuskan kedalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sebai
berikut “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

*® Bapak Toni, wawancara tokoh masyarakat, 12 Juni 2020
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pembangunan nasional yang ditandai oleh teraminnya keamanan, ketertiban,
dan tegaknya hokum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangkal , mencegah, dan menanggulangi, segala
bentuk pelanggaran hokum, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat” >

Lalu penjabaran tentang tugas pokok diatas diatur dalam Pasal 14
Undang-undang Kepolisian N0.02 Tahun 2002. Selain itu sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintakan negara bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan
masyarakat. Eksistensi kepolisian dalam kehidupan masyarakat sangat
penting dengan perannya sebagai penegak hukum, keadilan serta
kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana juga
dijelaskan dalam pasal 4 UU Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputu terpeliharanya keamanan dan
ketertiban mastarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksananya
perlindungn, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya
ketentraman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu POLRI dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian
No0.02 Tahun 2002 merupakan alat negara yang yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

> Hura Soumena,2014,Strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak Dalam Menaga Ketertiban
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Pemilihan Umum Presiden)
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serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Singkatnya Polri memiliki fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka
memberi perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan fungsi represif
yaitu sebagai penegak hukum.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana disebutkan tidak lain untuk
menjamin terciptanya situasi kondusif bagi masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kepolisian dapat diartikan
sebagai pelayan bagi masyarakat dalam memelihara keamanan ketertiban.
Sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan terkait pengamanan pemilihan
kepala desa yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jennggawah dalam
pengamanan pemilihan Kepala Desa sudah dapat dibilang cukup baik dan
telah sesuai dengan Tugas dan wewenang Kepolisian Pasal 13.

Meskipun dalam lapangan sempat terjadi sebuah masalah ataupun
konflik nyatanya acara pemilihan kepala desa masih berjalan dengan baik
hingga selesai. Disini bisa dijadikan bukti nyata bahwa Kepolisian Sektor
Jenggawah yang dibantu oleh TNI sudah melakukan atau menjalankan
tugasnya dengan baik. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam hal pemilihan Kepala Desa menjadi point terpenting karena dalam
pemilihan kepala desa acapkali terjadi kerusuhan atau konflik antar

Pendukung.
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi Kepolisian
Dalam setiap terselenggaranya sebuah acara pasti ada yang namanya
strategi agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana
mestinya. Begitupun dalam acara pemilihan Kepala Desa, pasti ada strategi-
strategi yang dilakukan oleh panitia ataupun pihak keamanan agar acara
dapat berjalan dengan lancar. Dan dari sini kita akan mengetahui faktor
pendukung dan penghambat pihak kepolisian desa Jenggawah dalam
menerapkan strateginya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sunarto
selaku Kapolsek Jenggawah:
“Dalam penerapan strategi pengamanan yang telah disusun oleh
Babinkamtibmas beserta para panitia keamana pilkades pasti ada
faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya
banyaknya para pemuda yang sadar akan keamanan jadi mereka
sangat membantu dalam upaya pengamanan pemilihan kepala desa
ini. Selain itu koordinasi yang bagus antar anggota dan panitia
menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan strategi
kepala desa. Sedangkan untuk faktor penghambatnya biasanya
adalah lokasi yang dituju terlalu pelosok jadi kami dari pihak
keamanan kurang bisa berkoordinasi dengan anggota panitia
dikarenakan misalnya hilangnya jaringan data. Karena tidak bisa
dipungkiri dalam era seperti ini yang namanya tekhnologi sangat
diperlukan sehingga smartphone menjadi andalan buat kami untuk
koordinasi selain menggunakan alat yang kami sediakan”
Selanjutnya dalam hal pemilihan Kepala Desa ini faktor penghambat
menurut Bapak Abdul Gofur selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa adanya gesekan politik tingkat desa dan belum

adanya kedewasaan dalam politik bisa menjadi faktor prnghamnbat dalam
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penerapan strategi yang dilakukan oleh Kepolisian untuk Pemilihan Kepala
Desa.”
C. Pembahasan Temuan
1. Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Desa

Jenggawabh.

a. Dalam sebuah pengaman kepala desa di dapat beberapa strategi yang
dierapkan oleh pihak kepolisian yang dibantu pihak-pihak terkait.
Strategi itu meliputi dua tahapan:

1) Tahapan Persiapan, dalam tahapan ini Polsek Jenggawah
bekerjasama dengan Polres Jember untuk mengatasi langkah-langkah
yang digunakan dalam mengatasi masalah yang ada di Pemilihan
Kepala Desa. Selain itu pihak Kepolisan juga menyiapkan beberapa
hal diantaranya:

a) Persiapan Latihan Pra Operasi atau evaluasi.

b) Persiapan anggota Babinkamtibnas dalam pengawalan dari awal
hingga akhir masa pemilihan Kepala Desa.

c) Persiapan Personel dalam hal kenetralan anggota Polisi.

d) Persiapan prasarana penunjang seperti alat transportasi dan alat
komunikasi.

e) Persiapan menjaga msyarakat dari suap atau kampanye hitam.

f) Kekompakan antar pihak

g) Koordinasi yang baik dan bagus antar pihak

*® Bapak Abdul Ghofur, wawancara sekertariat DPMD Jember.
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h) Jika ada kerusuhan segera lakukan tindakan yang proposional
layaknya polisi bukan malah bertindak berlebihan yang justru
memicu Kontraproduktif.

i) Solidaritas dan sinergitas antar anggota harus baik.

2) Tahapan selanjutnya adalah tahapan Penyelenggaraan dimana Polsek
jenggawah bekerasama untuk meningkatkan keamanan dan
kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi personel.

b. Dalam pemilihan kepala desa kemarin juga ada beberapa hal yang dirasa
kurang berkenan dan harus diperbaiki oleh pihak kepolisian yang tengah
berjaga. Beberapa masyarakat melihat bahwa kurangnya cepat tanggap
oleh pihak kepolisian dalam peleraian sebuah masalah yang terjadi dalam
lapangan atau tempat pemilihan kepala desa.

2. Analisis Kinerja Kepolisian Berdasarkan Undang-undang No.02 Tahun

2002 tentang Kepolisian Pasal 13.

a. Dalam menganalisis kinerja Kepolisian apakah sudah sesuai dengan
Undang-undang No0.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 13 kita
melihat data yang telah berhasil dikumpulkan. Pada Pasal 13 Tugas dan
Wewenang Kepolisian point (a) disebutkan memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat. Jika kita hubungkan dengan data dilapangan yang
sudah dapatkan maka dapat diambil kesimpulan pihak kepolisian sudah
berupaya melakukan pengamanan terhadap pemilihan kepala desa di

Desa Jenggawah.
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b. Selanjutnya dalam Undang-undang Kepolisian No.02 Tahun 2002 pasal
13 poin (c) yaitu memberikan perlindunagn, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Jika kita hubungkan dengan data yang sudah peroleh
maka dapat disimpulkan bahwa dalam point ini kinerja kepolisian kurang
dapat dikatakan bagus karena kurang cepat tanggap dalam mengamankan
sebuah konflik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi Kepolisian
dalam menjalankan tugas untuk mengamankan proses pemilihan
Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan tugas seringkali pihak Kepolisian mengalami
kendala karena apa yang telah direncanakan tidak selamanya berjalan
dengan baik di lapangan. Disisni beberapa faktor pendukung dan
penghambat dari penerapan strategi kepolisian dalam pengamanan
pemilihan kepala desa.

a. Dari data yang sudah di jelaskan diatas maka dapat diambl temuan data
untuk faktor pendukung. Diantaranya banyaknya para pemuda yang
sadar akan keamanan jadi mereka sangat membantu dalam upaya
pengamanan pemilihan kepala desa ini tidak hanya itu adanya para tokoh
masyarakat yang sudah sadar akan keamanan juga turut ikut berperan
untuk mengamankan jalannya pemilihan Kepala Desa, Selain itu
koordinasi yang bagus antar anggota dan panitia menjadi salah satu

faktor pendukung dalam penerapan strategi kepala desa.



61

b. Faktor penghambat dari penerapan strategi kepala desa diantaranya
adalah lokasi yang dituju terlalu pelosok jadi dari pihak keamanan
kurang bisa berkoordinasi dengan anggota panitia dikarenakan misalnya
hilangnya jaringan data meskipn sebenarnya telah disediakan alat untuk

berinteraksi antar petugas.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Kepolisian dalam
Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jenggawah Kecamatan
Jenggawah Kabupaten Jember (Analisis Undang-undang Kepolisian No. 2
Tahun 2002 Pasal 13), sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya baik
yang bersifat teoritis maupun praktis, maka untuk memberikan pemahaman
yang lebih singkat, tepat dan terarah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Jenggawah ini ada
beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait. Strategi yang
dilakukan oleh pihak kepolisian pada Desa Jenggawah yaitu meliputi dua
tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan:

a. Tahap Persiapan dilakukan Polsek Jenggawah dengan bekerasama
dengan Polres untuk mengatasi langkah-langkah yang digunakan dalam
mengatasi permasalahan yang akan muncul di pemilihan kepala desa.
Pada tahap ini pihak kepolisian juga mempersiapkan antara lain:

1) Kekompakan antar pihak

2) Persiapan Latihan Pra Operasi atau evaluasi

3) Koordinasi yang baik dan bagus antar pihak

4) Persiapan Anggota Babinkantibmas dalam pengawalan dari awal
hingga akhir masa pemilihan kepala desa

5) Persiapan personel dalam hal kenetralan anggota Polisi

62
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6) Persiapan prasarana penunjang seperti alat transportasi dan alat
komunikasi

7) Persiapan menjaga masyarakat dari suap atau kampanye hitam.

8) Jika ada kerusuhan segera lakukan tindakan yang proposional
layaknya polisi bukan malah bertindak berlebihan yang justru
memicu kontroversi dan kontraproduktif.

9) Solidaritas dan sinergitas antar anggota harus baik

b. Tahapan Pelaksanaan dimana pada tahapan ini Polsek Jenggawah

Bekerjasama untuk meningkatkan keamanan dan kemampuan

pelaksanaan tugas dan fungsi operasional. Karena jika dari semua point

tersebut sudah terlengkapi maka acara yang terselenggara ini akan dapat
berjalan dengan baik.

2. Kinerja kepolisian dalam pemilihan kepala desa di desa Jenggawah telah
sesuai dengan Undang-undang Kepolisian No. 02 Tahun 2002 pasal 13 pada
point (a). Namun dalam point (c) dalam Undang-undang Kepolisian pasal 13
yang dihubungkan dengan data yang telah diperoleh dari masyarakat terkait
penanganan konflik maka disini kurang baik dikarenakan pihak kepolisian
kurang tanggap dan cepat dalam menangani prsoalan di lapangan.

3. Faktor pendukung yang terjadi di lapangan dalam pemilihan kepala desa
adalah banyaknya para tokoh pemuda dan masyarakat yang ikut andil dan
sudah sadar akan keamaman maka mereka secara tidak langsung cukup cepat
tanggap, selain itu koordinasi yang bagus antara pihak kepolisian dan panita

dirasa menjadi faktor utama dalam hal Pemilihan kepala desa. Sedangkan
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untuk faktor penghambat terjadi karena kondisi alam diantaranya lokasi yang
susah dijangkau atau berada dalam wilayah pelosok acap kali susah untuk
mendapatkan jaringan, jika hal ini terjadi maka koordinasi antar kepolisian

dan panitia akan terganggu.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan

beberapa saran guna meningkatkan kinerja Kepolisian Sektor Jenggawah

dalam memberikan pengamanan terbaik untuk masyarakat:

1.

Sebaiknya pihak kepolisian meningkatkan gerak cepat dalam pengamanan
pemilihan kepala desa. Dan juga harus cepat tanggap dalam menangani

konflik dalam pemilihan kepala desa.

. Menerapkan seluruh Tugas dan wewenang yang terkandung dalam Undang-

undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dengan baik.
Untuk pemerintahan Desa Jenggawah sebaiknya harus lebih memperhatikan
kondisi infrastruktur jalan desa karena dibeberapa titik masih banyak jalan

yang rusak.
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13) Pasal 13.




PEDOMAN WAWANCARA

Informan yang ada di dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa

Jenggawah, Kapolsek Jenggawah, BPD Jenggawah, Babinkamtibmas, Panitia

Pemilihan Kepala Desa, Dan Tokoh Masyarakat.

A. Wawancara kepada Bapak Sunarto selaku Kapolsek Jenggawah.

1.

Apakah pihak Kepolisian ikut andil dalam pengamanan pemilihan Kepala
Desa?

Bagaimana proses yang dilakukan untuk pengamanan pemilihan Kepala
Desa?

Apakah ada data kerusuhan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa?
Apa strategi yang dilakuka kepolisian dalam pengamanan pemilihan
kepala desa ?

Apakah ada faktor Penghambat dan Pendukung dalam penerapan strategi

Pilkades?

B. Wawancara kepada Bapak Imam selaku BPD Jenggawah.

1.

2.

8,

Dalam priode ini kapan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan?
Apakah pihak BPD ikut andil dalam pembentukan panitia pemilihan
Kepala Desa?

Apakah dari pihak panitia sudah disediakan panitia khusus pengamanan?

C. Wawancara kepada Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jenggawah.

1. Bagaimana jalannya pemilihan Kepala Desa yang diadakan di Desa

Jenggawah?



2. Apakah pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait bisa dikatakan
cukup baik?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pemilihhan Kepala Desa, meliputi panitia
dan Pihak Keamanan nya?
D. Wawancara kepada Bapak Sunanto selaku Babinkamtibmas.
1. Siapa saja yang bertugas dalam pengamanan pemilihan Kepala Desa?
2.Strategi apa yang dapat menekan konflik pada saat pilkades?
3.Apakah ada konflik dalam pemilihan Kepala Desa Jenggawah?
E. Wawancara kepada Bapak Wasiaji selaku Tokoh Masyarakat.
1.Sebagai tokoh masyarakat apakah anda melihat ada kekurangan dalam
penanganan pemilihan Kepala Desa?
2. Apakah ada konflik yang terjadi pada saat itu?
3.Bagaimana saran anda selanjutnya untuk kinerja kepolisian dalam
pengamanan Pilkades?
F. Wawancara kepada Bapak Toni selaku Tokoh Masyarakat di Dusun Gayasan.
1. Setahu anda apakah ada konflik atau kerusuhan dalam Pilkades kemarin?

2.Bagaimana tanggapan anda terkait tindakan Kepolisian Pilkades?



DOKUMENTASI

202005101510
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Wawancara dengan Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jenggawah

Wawancara dengan Bapak Imam selaku BPD Jenggawah
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Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku Kesekertariatan Dinas

Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
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